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ABSTRAK 
 
 
Yuliana Syam (B111 12 017), dengan judul Peranan Penasihat Hukum Dalam 
Mendampingi Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana Pencurian Di Kab. 
Gowa. Di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Muhadar. S.H.,M.H selaku 
Pembimbing I dan Ibu Dr. Dara Indrawati.S.H.,M.H selaku Pembimbing II.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan penasihat hukum 
dalam mendampingi pemeriksaan tersangka tindak pidana pencurian serta 
hambatan-hambatan apa yang dialami oleh penasehat hukum dalam mendampingi 
pemeriksaan tersangka tindak pidana pencurian.  
Penelitian dilakukan di Kabupaten Gowa, dengan memilih tempat penelitian  
di Polres Gowa, beberapa Kantor Advokat dan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 
Makassar.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan penasehat hukum dalam 
mendampingi pemeriksaan tersangka tindak pidana pencurian pada tingkat 
penyidikan sampai tingkat pemeriksaan dipengadilan ialah : (1) Meminta surat 
penugasan penyidikan dari Kasat Reserse Polres Gowa. (2) jika permintaan 
bantuan hukum secara prodeo maka penyidik akan memperkenalkan penasehat 
hukum kepada tersangka yang anti akan menjadi kliennya. (3) Menyiapkan surat 
kuasa dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan kasus yang dilakukan 
kliennya.  (4) Memberikan nasehat-nasehat hukum dan mendampingi kliennya 
selama pemeriksaan berlangsung. (5) Mengajukan keberatan jika terjadi 
kekerasan, paksaan ataupun pelanggaran HAM lainnya. (6) Mengajukan saksi 
yang meringankan bagi kliennya. (7) Bermohon pengalihan status tahanan. (8) 
Membuat eksepsi atas dakwaan yang diajukan (9) Mendengarkan dan melihat 
dengan seksama keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan kepengadilan 
apakah singkron dengan keterangan saksi dan alat bukti yang ada pada BAP. (10) 
Mengajukan banding, kasasi. grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi. dan mengajukan 
permohonan peninjaun kembali.  Adapun hambatan-hambatan yang dialami 
penasehat hukum dalam mendampingi pemeriksaan tersangka antara lain: (1) 
Penolakan dari tersangka untuk di dampingi penasehat hukum baik ditingkat 
penyidikan sampai ketingkat pengadilan, (2) Keterangan tersangka yang terlalu 
berbelit-belit, tidak jujur kepada penasehat hukumnya, (3) keterangan saksi yang 
terkadang berbeda (4) Terjadi kendala juga ketika tersangka tidak bisa 
menggunakan bahasa indonesia atau pendengarannya kurang normal, atau 
mengalami cacat sehingga mempengaruhi jawaban atas pertanyaan yang diajukan 
oleh penyidik, hakim, jaksa penuntut umum, maupun penasehat hukumnya.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Krisis ekonomi telah mempengaruhi sebagian besar tatanan hidup 
secara drastis, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, adalah dua hal 
yang sangat berhubungan dengan tatanan hidup suatu bangsa dewasa ini 
yang mendapat sorotan tajam untuk membenahi. Terpuruknya  
penegakan hukum telah menyebabkan sebahagian warga masyarakat 
bertindak main hakim sendiri bila menghadapi suatu persoalan.  
Tekanan–tekanan dan kritikan terhadap sistem peradilan, dapat 
saja dimaklumi karena masyarakat sangat menginginkan agar sistem 
peradilan itu dapat memberikan keadilan kepada masyarakat.  Berkenaan 
dengan penegakan hukum dan penghormatan serta penghargaan 
terhadap hak asasi manusia, maka bagi seseorang yang disangka 
melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian juga 
memerlukan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya.  
Disadari atau tidak, bahwa sebagian dari masyarakat Indonesia 
utamanya pelaku tindak pidana pencurian mempunyai hak-hak untuk 
mendapat perlindungan hukum. Salah satu hak dari seseorang yang 
disangka melakukan tindak pidana adalah hak untuk didampingi oleh 
penasehat hukum pada semua tahapan pemeriksaan di dalam Sistem 
Peradilan Pidana menurut cara yang di tentukan oleh undang-undang. 
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Untuk memperlancar proses penyelesaian perkara pidana bagi 
seseorang yang disangka melakukan tindak pidana pencurian , tentunya 
mengalami kesulitan bilamana orang yang akan menjalani proses 
pemeriksaan  mempunyai pemahaman yang kurang baik atas hal yang 
disangkakan kepadanya. Bukan hanya itu, bagi seseorang yang tidak 
mengetahui hak dan kewajibannya, tidak memahami pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan kepadanya yang berkenaan dengan hal yang 
disangkakan, tentulah akan menghambat proses penyelesaian perkara 
pidana pencurian, lebih dari itu, pihak yang berhak memeriksa pada 
semua proses pemeriksaan akan dapat dengan sewenang-wenang 
melanggar harkat dan martabat seseorang yang disangka melakukan 
tindak pidana pencurian yang dalam tahap proses peradilan. 
Kadang kala seseorang yang disangka melakukan suatu tindak 
pidana pencurian menerima apa adanya dari yang disangkakan padahal 
apa yang disangkakan itu belum tentu benar, kalaupun benar proses 
pemeriksaan harus tetap mengacu pada aturan-aturan hukum pada KUHP 
agar harkat dan martabat seseorang yang disangka melakukan tindak 
pidana tidak melanggar secara semena-mena. Disinilah pentingnya 
seorang penasehat hukum yang dengan penguasaannya dibidang hukum 
dapat melindungi seseorang yang disangka melakukan pidana pencurian 
terhindar dari perlakuan sewenang-wenang. Manfaat lebih jauh yang 
dapat diketik dari kehadiran penasehat hukum adalah sedapat mungkin 
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proses pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu 
tindak pidana dapat tetap berada pada jalur yang diatur oleh hukum. 
Suatu permasalahan yang sering kali timbul terutama pada tingkat 
pemeriksaan pendahuluan adalah hak untuk berkomunikasi dengan 
penasehat hukum sebagai bagian dari perlindungan terhadap harkat dan 
martabat manusia. Memang hak untuk berkomunikasi (the righ to 
communication) dalam tingkat pemeriksaan pendahuluannya hanya dapat 
terjamin apabila dalam hubungan seorang penasehat hukum dengan klien 
terpelihara suatu prinsip “withing sight but not withing hearing “ yakni 
keadaan dimana pihak penegak hukum hanya sebatas dapat melihat, 
tetapi tidak dapat mendengar pembicaraan yang berlangsung antara 
penasehat hukum dengan kliennya. Prinsip ini sekaligus merupakan 
konsekuensi dari pihak penasehat hukum untuk menyimpan rahasia. 
Ikhwal peranan penasehat hukum dalam proses penyelesaian 
perkara pidana pencurian  pada sistem peradilan pidana tidak hanya 
dapat dilihat dari sudut pandang yuridis saja, melainkan lebih jauh harus 
memperhitungkan kekuatan-kekuatan diluar hukum besar pengaruhnya 
dan bahkan sangat menentukan dalam bekerjanya hukum pidana itu 
sendiri. 
Tidak jarang asas praduga tak bersalah terselisih sama sekali 
yang dan dominan adalah pernyataan bersalah terlebih dahulu. Hal ini 
perlu diperhatikan, oleh karena disamping perkembangan stigmatifikasi, 
juga patut diperhitungkan bahwa dalam suatu masyarakat dengan struktur 
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sosial yang padat dengan kesenjangan-kesenjangan, pelaksanaan hukum 
itu cenderung selektif, bahwa pada umumnya orang-orang yang berupaya 
saja dapat menikmati pelayanan hukum dengan baik, bahwa tidak benar-
benar tertulis untuk semua lapisan warga Negara.  
Oleh karena itulah peranan penasehat hukum dalam proses 
penyelesaian perkara pidana pencurian sangat dibutuhkan untuk 
menjembatani kesenjangan tersebut, hal itu pulalah yang mendorong 
penulis untuk mengkaji dalam bentuk skripsi “Peranan Penasehat Hukum 
Dalam Mendampingi Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana 
Pencurian Di Kabupaten Gowa”.  
 
B. Rumusan Masalah 
Sesuai apa yang dikemukakan dalam latar belakang masalah 
diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Sejauh manakah peranan penasehat hukum dalam mendampingi 
pemeriksaan tersangka tindak  pidana pencurian Di Kabupaten 
Gowa ? 
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Penasehat 
Hukum Dalam mendampingi pemeriksaan tersangka tindak Pidana 
Pencurian Di Kabupaten Gowa ? 
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C. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian adalah : 
1. Untuk mengetahui Peranan Penasehat Hukum Dalam 
mendampingi pemeriksaan tersangka tindak  Pidana Pencurian Di 
Kabupaten Gowa. 
2. Untuk megetahui kendala yang dialami Penasehat Hukum Dalam 
Menangani Perkara Pidana Pencurian di Kabupaten Gowa. 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 
1. Diharapkan sebagai bahan masukan bagi Penasehat Hukum dan 
tersangka dalam menangani Perkara Pidana Pencurian di 
Kabupaten Gowa. 
2. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi siapa saja yang ingin 
mengkaji lebih jauh mengenai peranan penasehat hukum dalam 
perkara pidana pencurian di Kabupaten Gowa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Peranan 
Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atau 
status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 
dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu 
peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan 
satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang 
berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti 
bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat 
kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian 
diri dan sebagai suatu proses (Soerjono Soekanto, 2002 : 268-269). 
Menurut Soerjono Soekanto (2002 : 441), unsur-unsur peranan 
atau role adalah :  
1. Aspek dinamis dari kedudukan. 
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban. 
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan. 
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang. 
Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, 
merupakan hubungan antara peran-peran individu dalam masyarakat. 
Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku 
dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam 
masyarakat serta menjalankan suatu peranan.  
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Levinson dalam Soekanto 2009 : 213 (Ardhi Borahima. AR,  2015 : 
7) mengatakan peranan mencakup tiga hal, yaitu : 
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 
atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 
merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 
seseorang dalam kehidupan masyarakat. 
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 
oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 
bagi struktur sosial masyarakat. 
B. Penasehat Hukum 
1. Pengertian Penasehat Hukum  
Kekuasaan kehakiman yang bebas mandiri dari segala campur 
tangan pengaruh dari luar memerlukan profesi penasehat hukum bebas, 
mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya peradilan yang 
jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan 
dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. 
Pasal 1 butir 13 KUHAP memberi pengertian mengenai Penasehat 
Hukum sebagai berikut : 
“Penasehat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang 
ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi 
bantuan hukum”. 
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Sedangkan menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 Butir 1 yang dimaksud Advokat 
adalah : 
“orang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar 
pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan 
Undang-undang Republik Indonesia”. 
 
Selain itu yang dimaksud jasa hukum menurut Pasal 1 butir 2 
adalah :  
“jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, 
bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, 
membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan 
hukum klien” 
 
Penyandang  profesi penasehat hukum membutuhkan sarana dan 
prasarana bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya serta dipandang 
perlu untuk memperoleh kompetensinya/kewenangannya, yang menjadi 
imbalan atas jasa pelayanan dan peralatan-peralatan yang 
memungkinkan untuk menjalankan pekerjaannya sebagai penasehat 
hukum. Imbalan jasa yang diperolehnya berguna untuk memenuhi 
kebutuhan yang layak, tanpa sarana dan prasarana dengan standar 
kehidupan yang layak seorang penasehat hukum akan mengalami 
hambatan yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung kepada klien 
yang akan diberikan bantuan hukum. 
Menurut English Language Dictionary (Viswandro, Maria Matilda, 
Dan Bayu Saputra , 2015 : 103), advokat didefenisikan  bahwa :  
“an advokate is a lawyer who speaks in favour of someone or 
defends them in a acourt of law” Artinya, advokat adalah seorang 
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pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela 
mereka dipengadilan.  
 
Ada dua asas yang mempengaruhi system pemberian imbalan jasa 
yaitu: 
1. Asas melayani sebatas upah yang diterima. 
Asas ini berlangsung atau dilaksanakan bila seorang penasehat 
hukum berdasarkan imbalan jasanya atas keuntungan real atau 
keuntungan material dari pelayanan yang dilakukan bagi anggota 
masyarakat. Dalam kasus ini kemampuan klien untuk membayar 
adalah faktor yang paling menentukan. 
2. Asas yang melayani sesuai dengan permintaan. 
Asas ini dapat ditemukan pada diri seorang Penasehat Hukum yang 
berdasarkan imbalan jasanya atas waktu, energi dan 
keahlian/spesialisasinya sebagaimana dirasakannya sebagai hal-hal 
memang perlu untuk disediakan. Kasus, permasalahan kliennya 
mungkin akan diperhitungkan seorang penasehat hukum dalam 
pemberian imbalan jasa/gaji. Jadi secara umum, asas ini lebih 
logis/masuk akal dan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan 
Profesi akan lebih kecil dengan bekerja lebih professional.  
Kedudukan penasehat hukum dalam konteks demikian adalah 
berposisi sebagai pihak yang berupa pembela atau meringankan jika tidak 
dapat membahas atau melepaskan kliennya dari ancaman jerat hukum 
yang disangkakan/didakwakan jaksa penuntut umum kepadanya. 
21 
 
Kepentingan penasehat hukum adalah bersifat subjektif dengan pretensi 
objektif hal mana berkebalikan dengan kepentingan jaksa penuntut umum 
yang bersifat objektif dengan pretensi subjektif. 
Selanutnya Soedarto (Ardhi Borahima AR, 2015 : 13) menilai 
bahwa penasehat hukum yang oleh masyarakat lebih populer dengan 
istilah advokat atau penacara, sangat besar andilnya dalam proses 
penegakan hukum terlebih lagi dalam kondisi hukum di Indonesia yang 
masih dilanda ketimpangan dan interprestasi yang sangat beragam, 
eksistensi dan peran menjadi sangat urgen dan sangat strategis untuk 
bermitra dengan penegak hukum lain seperti Polisi, Jaksa dan Hakim 
dalam memposisikan hukum sesuai dengan Proporsi dan tujuannya. 
Menurut Adnan Buyung Nasution  (Ardhi Borahima AR, 2015 : 13), 
tujuan lembaga bantuan hukum ada 3 hal : 
a) Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang buta 
hukum; 
b) Menumbuhkan dan membina kesadaran warga masyarakat akan 
hak-haknya sebagai subjek hukum ; 
c) Mengadakan pembaharuan hukum (modernisasi) sesuai dengan 
tuntutan zaman.  
Sekarang ini istilah pengacara termasuk juga dalam advokat, 
meskipun pengacara adalah advokat, tetapi tidak semua pengacara di 
katakan advokat, sebab pengacara yang tidak termasuk advokat, tetapi 
sebaliknya advokat adalah pengacara. Dapat dilihat pendapat soemarto P. 
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Wirjanto (Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra , 2015:105 ) yang 
mengatakan bahwa : 
“Di negara kita dewasa ini adalah dua macam pengacara, yaitu : 
a. Advokat, yaitu sarjana hukum yang diangkat oleh menteri 
kehakiman dan disumpah oleh pengadilan; 
b. Sarjana hukum dan bukan sarjana hukum yang tidak diangkat 
oleh menteri kehakiman.” 
Keputusan Mahkama Agung Nomor 5/KMA1972 tanggal 22 Juni 
1972. Dalam keputusan tersebut, berbunyi sebagai berikut : 
“Pengacara(advokat /procureur), yaitu mereka yang sebagai mata 
pencaharian menyediakan diri sebagai pembela dalam perkara 
pidana atau kuasa/mewakili dari pihak-pihak dalam perkara perdata 
yang telah mendapat surat pengankatan dari departemen 
kehakiman.” 
Pernyataan tersebut memperjelas bahwa pengacara juga disebut 
advokat asalkan pengacara tersebut sarjana hukum dan diangkat oleh 
menteri kehakiman serta disumpah oleh pengadilan. Namun pengacara 
yang tidak memenuhi syarat berarti bukan advokat , jadi letak 
perbedaannya oada ada atau tidaknya pengangkatan dari mentri 
kehakiman dan sumpah oleh pengadilan.  
2. Profesi Penasehat Hukum 
Menurut Sumitro (1994 : 57) mengklarifikasi profesi penasehat 
hukum kedalam dua bentuk yaitu perorangan dan kolektif. Dikatakan 
perseorangan oleh karena penasehat hukum yang mendampingi 
seseorang yang tersangka dengan hukum hanya satu orang, sedangkan 
dikatakan kolektif oleh karena penasehat hukum yang mendampingi pihak 
yang bersangkutan hukum terdiri dari beberapa orang. 
Selanjutnya Ronny Hanitijdo Soemitro (1982 : 79) menyoroti biaya 
berperkara dipengadilan dimana kalangan penasehat hukum termasuk 
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pihak yang memperoleh bagian. Pada hakekatnya berperkara di 
pengadilan termasuk perkara pidana lazimnya dikenal biaya yang besar 
kecilnya tergantung pertimbangan hakim. Namun apabila 
terdakwa/tersangka tergolong sebagai orang yang tidak mampu sesuai 
dengan prosedur, pihak yang bersangkutan berhak memperoleh fasilitas 
berperkara tanpa biaya (prodeo) dimana segala sesuatunya ditanggung 
oleh Negara. Adapun menarik bayaran dari pihak yang menggunakan 
jasanya sebagai pengacara ditentukan berdasarkan kesepakatan antara 
kedua pihak berdasarkan tingkat kesulitan dan rumitnya perkara yang 
ditangani. 
Penasehat hukum yang menangani suatu perkara ada yang 
dilakukan dalam bentuk tim dan ini yang paling lazim dan paling baik serta 
ada pula yang dilakukan oleh satu orang sebagai penasehat hukum.   
Kekurangannya jika perkara tersebut ditangani oleh satu orang saja 
adalah :  
1. Kerepotan mengurus sekian banyak hal. 
2. Urusan menjadi lebih lama karena mungkin ada kesibukan ditempat 
lain. 
3. Pledoi (pembelaan) cenderung tidak komprehensif. 
Namun demikian keuntungan yang didapat justru lebih efisien dan 
umumnya dilakukan oleh penasehat hukum yang sudah senior. Kualifikasi 
pranata penasehat hukum sebagai profesi menurut Suhrawardi Lubis K 
(1994 : 28) bahwa : penasehat hukum itu bermula dari pengacara praktek 
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lalu menjadi pengacara untuk kemudia menyandang predikat sebagai 
penasehat hukum. Pengacara praktek adalah mereka yang baru 
dinyatakan lulus tes pengacara prakek yang memiliki kuota melayani 
perkara untuk satu distrik yaitu wilayah Kota sedangkan pengacara adalah 
pengacara praktek yang telah berhasil menangani perkara dalam jumlah 
tertentu untuk kemudian diangkat sebagai pengacara dengan kuota 
meliputi satu provinsi.  
untuk menjadi penasehat hukum yang bersangkutan harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
1. Yang bersangkutan haruslah sarjana hukum. 
2. Lulus dalam tes pengacara oleh pengadilan tinggi. 
3. Menjunjung tinggi hukum dan kebenaran serta etika profesi (kode 
etik). 
3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian   
Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana istilah yang digunakan 
atau yang dipakai adalah sangat penting. Perbedaan sudut pandang atau 
pemahaman akan penggunaan istilah sering menimbulkan pertentangan 
atau perbedaan pendapat. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal 
dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an. Kata curi 
sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak 
sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.  
Menurut Pasal 362 KUHP :  
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“barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud ingin memiliki barang itu 
dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana 
penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-
banyaknya sembilan ribu rupiah”.  
 
Tindak pidana ini masuk dalam golongan “pencurian biasa”, unsur-
unsurnya sebagai berikut : 
1. Tindakkan yang dilakukan ialah “mengambil” : 
2. Yang di ambil ialah “barang” : 
3. Status barang itu “sebahagian atau seluruhnya menjadi milik orang 
lain” : 
4. Tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki barang itu 
dengan melawan hukum (melawan hak).  
Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta 
kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai pasal 
362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam 
beberapa jenis, yaitu: 
 
a. Pencurian Biasa  
Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum 
pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian 
biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka 
unsur-unsur pencurian ringan adalah:  
a) mengambil; 
b) suatu barang;  
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c) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;  
d) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 
b.  Pencurian Ringan  
Pencurian ringan (gepriviligeerde diefstal) dimuat dalam Pasal 364 
KUHP yang rumusanya sebagai berikut:  
“Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, 
begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, 
apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan 
yang tertutup yang ada kediamanya,jika harga barang yang dicuri tidak 
lebih dari Rp.250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana 
penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,00”. 
 
Jadi ada tiga kemungkinan terjadi pencurian ringan, yaitu apabila: 
a) Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362, ditambah 
adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak 
lebih dari Rp. 250,00. 
b)  Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp. 250,00. 
c) Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan 
kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, 
memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, 
ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.  
c. Pencurian dalam Kalangan Keluarga  
Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP, 
yang dirumuskan sebagai berikut:  
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a) Jika petindak atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab 
ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan, dan 
tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, 
maka terhadap petindak atau pembantunya tidak mungkin 
diadakan tuntutan pidana.  
b)  Jika dia adalah suami atau isteri yang terpisah meja dan tempat 
tidur atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga 
sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun dalam 
garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya 
mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena 
kejahatan.  
c) Jika menurut lembaga matriarchal, kekuasaan bapak dilakukan 
oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka ketentuan ayat 
diatas berlaku juga bagi orang itu. 
 
d. Pencurian yang Diperberat  
Pencurian dalam bentuk diperberat (gequalificeerde dieftal) adalah 
bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 (bentuk 
pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, 
yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam 
dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. 
Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 
KUHP. Bentuk pencurian yang diperberat pertama ialah:  
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1. Pasal 363 KUHP  
Pasal 363 KUHP merumuskan:  
Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun  
a) Pencuri ternak;  
b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, 
atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, 
kecelakaan kreta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya 
perang;  
c) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau 
pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamanya, yang 
dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak 
dikehendaki oleh yang berhak;  
d) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;  
e) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau 
masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan 
merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak 
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika 
pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu 
hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara 
paling lama 9 tahun. 
2. Pasal 365 KUHP  
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Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam 
Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian kekerasan yang 
rumusannya sebagai berikut:  
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang 
didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan 
atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, 
untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainya,atau 
untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.  
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:  
a)  jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah 
tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat 
kediamanya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang 
sedang berjalan;  
b)  jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu;  
c)  jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak 
atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah 
palsu, atau pakaian jabatan palsu;  
d)  jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.  
3. Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan 
pidana penjara paling lama 15 tahun.  
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4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu 
mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang 
atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang 
diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.  
4. Sistem Peradilan Pidana  
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana  
Menurut Romli Atmasasmita (Yesmil Anwar, SH., M.Si dan Adang 
SH.,M.H, 2011:33 )  
“istilah criminal justice system atatu sistem peradilan pidana kini 
telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja  
dalam  penanggulangan kejahatan dengan mempengaruhi dasar 
pendekatan sistem”.  
 
Dalam peradilan pidana seperti yang dikemukakan oleh ramli 
tersebut, sistem tersebut mempunyai ciri : 
a) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan 
pidana (kepolisisan, kejaksaan, pengadilan dan lembaga 
permasyarakatan). 
b) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh 
komponen peradilan pidana. 
c) Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari 
efesiensi penyelesaian perkara. 
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d) Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan the 
administration of justice. 
Mardjono Reksodipoetra 1993 : 1 (Yesmil Anwar, SH., M.Si dan 
Adang SH.,M.H, 2011 : 35 ), memberikan batasan terhadap sistem 
peradilan pidana adalah  
“Sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga, 
kepolisisan, kejaksaan , pengadilan dan pemasyarakatan terpidana”.  
 
Beranjak dari defeenisi yang dikemukakan tersebut diatas, mardjono, 
mengemukakan tujuan dari sistem peradilam pidana ,adalah : 
a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan  
b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat 
puas bahwa keadilan harus di tegakan dan yang bersalah dipidana 
c) Dan mengusakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan 
tidak mengulangi lagi kejahatannya. 
Bertitik tolak dari tujuan tersebut, mardjono mengemukakan bahwa 
empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisisan, kejaksaan, 
pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) diharapkan dapat bekerja 
sama dan membentuk suatu integrate criminal justice system.  Apabila 
keterpaduan bekerja sistem tidak dilakukan, akan diperkirakan ada tiga 
kerugian, sebagai berikut : 
a) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan 
masing-masing instansi, sehubung dengan tugas mereka bersama. 
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b) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok 
masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan 
pidana) 
c) Karena tanggungjawab masing-masing sering kurang jelas terbagi, 
maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas 
menyeluruh dari sistem peradilan pidana.  
Muladi 1994 : 30 (Yesmil Anwar, SH., M.Si dan Adang SH.,M.H, 
2011:37 )  mengemukakan bahwa  :  
“ sistem peradilan merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 
merupakan hukum pidana materil , hukum pidana fotmil merupakan 
hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat 
konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya 
kepentingan hukum saja akan membawa bencana berupa keadilan”.   
 
Muladi menegaskan bahwa makna “integrated criminal justice 
system” adalah singkronisasi atau kesempatan dan leselarasan yang 
dapat dibedakan dalam: 
a) Singkronisasi struktural (structural synchronization) adalah 
keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara 
lembaga dan penegak hukum. 
b) Singkronisasi subtansi (substantial synchronization) adalah 
keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal 
dalam kaitannya dengan hukum positif.  
c) Singkronisasi kultural (cultural synchronization) adalah 
keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-
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pandangan, sikap-sikap dan falsafah-falsafah yang menyelurul 
mendasari jalannya sistem peradilan pidana.  
Soerjono soekanto 1988 : 68 (Yesmil Anwar, SH., M.Si dan Adang 
SH.,M.H, 2011: 38 )  , menyatakan bahwa : 
“ sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terankai 
yang terdiri atas unsur-unsusr yang saling berhubungan secara 
fungsional, sistem peradilan pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur 
yang masing-masing merupakan subsitem dari sistem tersebut“.  
 
2. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia  
 
Sistem peradilan pidana di Indonesia yang Berdasarkan Undang-
Undang No.8 Tahun 1981, memiliki 10 asas sebagai berikut : 
a. Perlakuan sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun :  
b. Asas praduga tak bersalah : 
c. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi : 
d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum: 
e. Hak kehadiran terdakwa di muka umum: 
f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana : 
g. Peradilan yang terbuka untuk umum  
h. Pelanggaran hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-
undang dan dilakukan dengan surat perintah(tertulis) : 
i. Hak seseorang untuk diberikan bantuan tentang prasangka dan 
pendakwaan terhadapnya:  
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3. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Indonesia  
a. Tahap Penyelidikan 
Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik 
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana 
guna menentukan dan atau dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut 
cara yang diatur dalam Undang-Undang  No.26 Tahun 2000 Pasal 1 
angka 5. penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima 
laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang 
yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan 
mengadakan tindakan lain menurut hukum dan bertanggungjawab. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP , untuk kepentingan 
penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat dilakukan 
penangkapan, namun untuk menjamin hak-hak tersangka, perintah 
penangkapan tersebut harus berdasarkan pada bukti permulaan yang 
cukup. Adapun bukti yang cukup adalah sebagaimana yang disebutkan 
dalam SK Kapolri No.Pol.SKEP/04/I/1982 Tanggal 18 Februari 1982 yang 
menyatakan bahwa bukti yang cukup adalah keterangan dan data yang 
terkandung dalam dua diantaranya : laporan polisi: berita acara 
pemeriksaan polisi: laporan hasil penyelidikan : keterangan saksi/saksi 
ahli dan barang bukti. 
Apabila didapati tertanggkap tangan, tanpa harus menunggu 
perintah penyidik, maka penyelididk dapat segera melakukan tindakannya 
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yang diperlukan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, 
pemeriksaan surat, penyitaan surat serta mengabil sidik jari atau 
memotret orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Selain 
itu penyidik juga dapat membawa kelompok atau orang tersebut dan 
menghadapkan orang tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini pasal 105 
KUHAP menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan, koordinasi di 
awasi dan diberi petunjuk oleh penyidik. 
b. Tahap Penyidikan  
Pengertian penyidikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 yang berbunyi sebagai 
berikut : 
“Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Atau 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 
Oleh Undang-Undang Untuk Melakukan Penyidikan”.  
 
Dari pengertian penyidik diatas , dalam penjelasan Undang-Undang 
disimpulkan mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan 
penyidikan yaitu : Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI), dan 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil Yang Diberi Wewenang Khusus Oleh 
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.  
Selain penyidik, dalam KUHAP di kenal pula Penyidik Pembantu, 
ketentuan mengenai hal itu terdapat pasal 1 butir 3 KUHAP yang 
disebutkan bahwa : 
“Penyidik Pembantu Adalah Pejabat Kepolisisan Negara Republik 
Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan 
penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.” 
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Menurut Andi Hamzah, berpendapat bahwa : 
“pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata di 
dasarkan atas kekuasaan tetapi didasarkan atas pendekatan 
kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, dengan demikian 
kewenangan yang diberikan sesuai dengan kedudukan. Tingkat 
kepangkatan, pengetahuan, serta berat ringannya kewajiban dan 
tanggung jawab penyidik”.  
 
Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkap suatu 
tindak pidana, maka penyidikan karena kewajibannya mempunyai 
wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 atau (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Pasal 16 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  Tentang Kepolisisan Negara 
Republik Indonesia , yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik 
adalah sebagai berikut : 
a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 
tindak pidana: 
b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian : 
c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka : 
d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan : 
e) Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat-surat: 
f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang: 
g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi : 
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h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara : 
i) Mengadakan pemberhentian penyidikan : 
j) Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung 
jawab.   
Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan 
kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa 
pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut 
disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya 
Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 109 
KUHAP. Namun kekurangan yang sangat dirasa menghambat adalah 
tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktu penyidikan 
harus diberitahukan kepada penuntut umum. Tiap kali penyidik melakukan 
tugas dalam lingkup dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 
74 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan dalam undang-undang, harus 
selalu dibuatkan berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut. 
Apabila dalam penyidikan tidak ditemukan bukti yang cukup atau 
peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan 
demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian 
Penyidikan. Dalam hal ini apabila surat perintah tersebut telah diterbitkan 
maka penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum, tersangka 
atau keluarganya. Apabila korban atau keluarganya tidak dapat menerima 
penghentian penyidikan tersebut, maka korban atau keluarganya dapat 
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mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai daerah 
hukumnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme 
tersebut diatur dalam Pasal 77 butir a KUHAP tentang praperadilan.  
Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik 
wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut 
umum. Dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil 
penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum harus segera 
mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk 
untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidikan menyerahkan hasil 
penyidikannya, dalam jangka waktu 14 hari penuntut umum tidak 
mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.  
c. Tahap Penuntutan 
Dalam Undang-Undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya 
ada pada Penuntut Umum atau Jaksa. Yang diberi wewenang Dari Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981. Pada Bulir 1 
Pasal 7 KUHAP tercantum defenisi penuntut umum sebagai berikut : 
“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan 
perkara pidana  Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal 
menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan 
permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang 
pengadilan.” 
 
Yang bertugas menurut atau penuntut umum ditentukan di Pasal 13 
Jo Pasal 1 Butir 6 Huruf B yang pada dasarnya berbunyi: 
“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-
Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan hakim”. 
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Kemudian muncul Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 Tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya tidak diberlakukan lagi 
dan diganti Oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2004,  yang menyatakan 
bahwa kekuatan untuk melaksanakan penuntutan yang dilakukan oleh 
jaksa. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada kejaksaan Pasal 
30 , yaitu : 
a) Melakukan penuntutan : 
b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dan telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap: 
c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan piadana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan pidana lepas 
bersyarat : 
d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 
undang-undang : 
e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum di limpahkan kepengadilan yang 
dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.  
d. Tahap Pemeriksaan Di Pengadilan  
Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, 
maka peerkara tersebut diajukan di pengadilan. Tindak pidana tersebut 
selanjutnya diperiksa , diadili dan diputus oleh majelis hakim pengadilan 
negeri yang berjumlah 3 orang. Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, 
40 
 
selanjutnya ditetapkan hari sidang. Pemberitahuan hari sidang 
disampaikan oleh penuntut umum pada terdakwa dialamat tempat 
tinggalnya atau disampaikan ditempat kediamannya.  
Dalam hal ini surat penggilan memuat tanggal hari serta jam dan 
untuk perkara apa ia dipanggil surat panggilan di sampaikan selambat-
lambanya 3 hari sebelum sidang dimulai. Dalam hal terdakwa telah 
dipanggil secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa alasan yang sah, 
maka pemeriksaan tersebut dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang 
memerintahkan agar terdakwa di panggil sekali lagi.  
Sistem pembuktian yang di anut Oleh Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana adalah sistem pmbuktian Berdasarkan Udang-Undang Yang 
Negatif (Gegative Wettelijk). Hal ini dapat disimpulkan pada pasal 183 
kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .  pasal 183 KUHAP 
menyatakan :  
“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan 
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
 
Setelah pemeriksaan telah dilaksanakan, tuntutan pidana dan 
pembelaan telah diajukan dalam persidangan, maka tiba saatnya majelis 
hakim memberikan putusan. Putusan majelis hakim diambil dalam suatu 
musyawarah majelis hakim yang merupakan permufakatan bulat yang 
dicapai. Apabila kebulatan tidak dapat diperoleh maka didasarkan dengan 
suara terbanyak, apabila mekanisme tersebut belum dapat mencapai 
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suara bulat maka putusan yang dipilih hakim adalah putusan hakim yang 
menguntungkan terdakwa.   
Proses pemeriksaan perkara pidana dipengadilan secara normatif 
atau secara formal menuntut kepada peraturan induk yang tertuang dalam 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) khusus dalam Bab XVI 
tentang Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan yang diatur dalam Pasal 84 
KUHAP, yang menyatakan bahwa : 
a) Pengadilan negeri berwenang untuk mengadili segala perkara 
mengenai tindakan yang dilakukan dalam daerah hukumnya : 
b) Pengadilan negeri dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat 
tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan, atau ditahan hanya 
berwenang mengadili perkara tersebut, yang dilakukan dalam daerah 
hukumnya.  
Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan diawali dengan 
pemberitahuan untuk datang kesidang pengadilan yang dilakukan secara 
sah menurut Undang-Undang. Dalam hal ini KUHAP pasal 154 telah 
memberikan batasan syarat sahnya tentang pemanggilan kepada 
terdakwa :  
a) surat panggilan kepada terdakwa disampaikan dialamat tempat 
tinggalnya dan atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui di 
sampaikan ketempat kediaman terakhir: 
42 
 
b) apabila terdakwa tidak berada dikediaman terakhir surat panggilan 
di sampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat 
tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir: 
c) dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan di 
sampaikan kepadanya melalaui pejabat rumah tahanan negara: 
d) penerimaan surat panggilan terdakwa sendiri ataupun orang lain 
atau melalui orang lain dilakukan dengan tanda penerimaan.  
e) Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman terakhir tidak dikenal, 
surat panggilan di tempelkan pada tempat pengumuman digedung 
pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.  
Selanjutnya ketua pengadilan negeri menentukan hari sidang, dan 
kemuadian proses pemeriksaan perkara pidana disidang pengadilan 
berjalan sesuai dengan aturan utamanya yaitu KUHAP. 
Proses perkara pidana masuk kepengadilan berdasarkan KUHAP : 
a. Pasal 143 KUHAP  
1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan 
negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara 
tersebut disertai dengan surat dakwaan. 
2) Penuntu umum membuat surat dakwaan yang diberi 
tanggal dan ditanda tangani serta berisi : 
a). Nama lengkap, tempat lahir, umum atau tanggal lahir, 
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, 
dan pekerjaan tersangka  
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b). Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai 
tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan 
waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan   
3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi 
hukum.  
4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan 
disampaikan kepada tersangka atau kuasa atau penasehat 
hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan 
dengan menyampaikan surat pelimpahan perkara tersebut 
kepengadilan negeri.  
b. Pasal 147 KUHAP  
Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara 
dari penuntu umum , ketua mempelajari apakah perkara itu 
termasuk wewenang pengadilan negeri yang dipimpinnya.  
c. Pasal 84 KUHAP  
1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara 
mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah 
hukumnya. 
2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya 
terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia 
ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili 
perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman 
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sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari 
tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan 
pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tendak pidana 
itu di lakukan.  
3) Apabila seorang terdakwa melakukan tindak pidana dalam 
daerah hukum pengadilan negeri, maka tiap pengadilan 
negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara 
pidana itu. 
4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain 
ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam 
daerah hukum pengadilan negeri, diadili oleh masing-
masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka 
kemungkinan penggabungan perkara tersebut. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian penulis adalah di Kabupaten Gowa. Penulis 
memilih lokasi di Kabupaten Gowa dengan alasan bahwa di Kabupaten 
Gowa banyak terjadi perkara-perkara pidana pencurian yang terjadi di 
Kabupaten tersebut yang prosesnya membutuhkan Penasehat Hukum. 
Tempat yang penulis jadikan objek penelitian meliputi : 
1. Polresta dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa  
2. Sejumlah kantor Pengacara/Penasehat Hukum di Kabupaten Gowa  
3. Rumah Tahanan Negara kelas 1 makassar  
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah : 
1. Data Primer yaitu data yang bersumber langsung dari responden 
yang ditemui di lokasi penelitian. 
2. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari penelaahan dan 
pengkajian literatur-literatur yang erat kaitannya dengan 
pembahasan skripsi  
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 
data Primer adalah wawancara langsung dengan pihak responden yang 
terkait dengan penasehat hukum, pejabat yang berkaitan dengan sistem 
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peradilan pidana dan dengan pihak tersangka pelaku tindak pidana yang 
ada di kabupaten gowa. 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
pengumpulan data sekunder adalah dengan cara membaca dan 
mempelajari literatur-literatur seperti buku-buku, diktat, surat kabar, 
majalah dan hasil penelitian yang erat kaitannya dengan masalah skripsi 
ini. 
D. Analisis Data 
Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder diolah dan dianalisis secara desriktif kualitatif untuk memjawab 
masalah-masalah yang ada.  
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BAB  IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Praktek Bantuan Hukum Dalam Tahap Pemeriksaan Perkara Pidana  
1. Praktek Pemberian Bantuan Hukum  
Dari peraturan yang ada yaitu Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 
M.02.UM..09.08 Tahun 1980 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan 
Hukum (di buat pada masa Mudjono) yang kemudian diubah dengan 
Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.UM.08.10 Tahun 1981 (dibuat 
pada masa Ali Said ) model bantuan hukum yang ditawarkan adalah 
melalui badan-badan peradilan umum dan diberikan kepada tertuduh yang 
tidak atau kurang mampu dalam : 
1. Perkara pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih ; 
2. Perkara pidana yang diancam pidana mati ; 
3. Atau perkara pidana yang diancam hukumun penjara lima tahun 
namun menarik perhatian masyarakat luas. 
Persyaratan dari pemberian bantuan hukum adalah : 
1. Keterangan tidak mampu dari seorang tersangka atau terdakwa. 
Pada awalnya keterangan ini disahkan oleh pejabat yang berwenang 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau setidak-tidaknya kepala 
desa yang diketahui oleh camat. Namun dengan perubahan 
keputusan menteri tahun 1981, pejabat berwenang yang dimaksud 
meliputi kepolisian, kejaksaan, dan kepala kantor sosial setempat. 
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2. Advokat pemberi bantuan hukum ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim 
yang mengadili perkara bersangkutan setelah berkonsultasi dengan 
ketua pengadilan negeri. Petunjuk tersebut ditetapkan dengan surat 
penetapan ketua majelis hakim yang diberikan kepada advokat yang 
mempunyai nama baik dan sanggup memberikan jasanya. 
3. Dalam daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan, tidak 
tersedia advokat yang dapat memberikan bantuan hukum maka 
dapat ditunjuk pemberi bantuan hukum yang berdominsili didaerah 
hukum pengadilan terdekat.  
4. Biaya pemberian bantuan hukum diajukan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri Kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Dengan tembusan yang 
ditujukan pada Direktur Jendral Pembina Badan Peradilan Umum 
Departemen Kehakiman RI. Yang selanjutnya dapat memberikan 
pembayaran terhadap pengacara atau advokat yang bersangkutan.  
5. mekanisme pemberian bantuan hukum yang dipilih  oleh kalangan 
pejabat peradilan adalah melalui Pos Bantuan Hukum (posbankum) 
yang Merupakan Proyek Depertemen Kehakiman Dan Hak Asasi 
Manusia.  
6. Pembayaran kepada pemberian bantuan hukum diberikan 
berdasarkan tagihan yang benar dan sah, setelah memperoleh 
persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.  
2. Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana  
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Sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seseorang 
yang disangka melakukan suatu tindak pidana, pada penyidik wajib 
memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantu 
hukum atau dalam perkara tersebut, tersangka wajib didampingi oleh 
penasehat hukum.  
Perkara yang disebutkan di atas, wajib mendapatkan bantuan 
hukum sesuai dengan “contante justice” serta dengan pertimbangan 
bahwa tersangka atau terdakwa dalam perkara  semacam ini dapat 
dikenakan penahanan. Pengalaman dan praktek, meskipun tersangka 
terdakwa diberikan hak untuk memperoleh bantuan hukum, namun 
sebagian mereka tidak menggunakan hak tersebut, hasil ini dimungkinkan 
perkara tersebut merupakan perkara sederhana yang dalam proses 
pemeriksaan berjalan secara kooperatif antara para pihak, sehingga 
pemeriksaan berjalan lancar disamping memang pelaku mengakui atas 
perbuatan yang dituduhkannya, apalagi bukti dan saksi yang cukup 
lengkap.  
Dalam tingkat penyidikan, bantuan hukum yang diberikan kepada 
tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan akan haknya untuk mendapat 
mendampingi oleh penasehat hukum selama dilakukan pemeriksaan, dan 
hak memperoleh atau didampingi penasehat hukum yang wajib 
disediakan penyidik walaupun tersangka tidak menghendaki.  
Hak bantuan hukum bagi tersangka tersebut diatas berlaku juga 
bagi terdakwa pada saat atau tahap penuntutan dan pemeriksaan di 
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pengadilan, bahkan hak tersebut dimiliki oleh terdakwa sampai dengan 
terjadinya proses upaya hukum setelah adanya putusan hakim. Untuk 
memberikan tata penyususnan Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
yang dapat mewujudkan tujuan sebagaimana disebutkan diatas, maka 
KUHAP menetapkan kesepuluh asas, yang dapat dibagi menjadi dua asa. 
Pertama asas yang menyangkut keluhuran harkat dan martabat manuasia 
(HAM) dan kedua adalah atas yang menyangkut peradilan. Azas-azas itu 
adalah sebagai berikut : 
a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan 
tidak mengadakan perbembedaan perlakuan.  
b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya 
dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang 
diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan 
dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang.   
c. Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan , dituntut dan ataupun 
dihadapkan dipengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai 
adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 
memperoleh kekuatan hukum. 
d. Kepada seseorang yang ditangka, ditahan, dan dituntut ataupun 
diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan 
berdasarkan karena kekeliruannya mengenai orangnya atau hukum 
yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak 
pada tingkat penyidikan dan para penegak hukum yang dengan 
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sengaja atau karena kesalahannya menyebabkan asas hukum 
dilanggar, dituntut pidana atau dikenakan hukuman administrasi.  
e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya 
ringan serta bebas dan jujur dan tidak memihak harus diterapkan 
secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.  
f. Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan 
bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanaka 
kepentingan pembelaan atas dirinya.  
g. Kepada seorang tersangaka, sejak saat dilakukan penangkapan dan 
penahanan selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum 
apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahuakan hak-hak 
itu termasuk untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehta 
hukum.  
h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. 
i. Sidang pemeriksaan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal 
yang diatur dalam Undang-Undang  
j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana 
dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.  
Kesepuluh tersebut, memang secara substantif normatif tidak 
adanya perbedaan status semuanya sama didepan hukum, dari asas 
tersebut terutama menitik beratkan perlindungan terhadap harkat dan 
martabat tersangka atau terdakwa.  
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Dalam kitab Undang-Undang Hukm Acara Pidana (KUHAP), 
Bantuan hukum diatur dalam Bab VII pasal 69 – 74. Bunyi pasal-pasal 
tersebut adalah : 
Pasal 69 : 
Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat 
ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut 
tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini (UU NO.8 Tahun 
1981). 
Pasal 70 : 
1. Penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 
berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada 
setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan 
pembelaan perkaranya. 
2. Jika terdapat bukti bahwa penasehat hukum tersebut 
menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka 
maka sesuai tingkat pemeriksaan, penyidikan, penuntut umum, 
atau petugas kemasyarakatan memberi peringatan kepada 
penasehat hukum. 
3. Apabila peringatan terseut tidak diindahkan, maka hubungan 
tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut dpada ayat 2. 
4. Apabila setelah diawasi , haknya masih disalahgunakan maka 
hubungan tersebut diselesaikan oleh pejabat tersebut pada ayat 
2 dan apabila itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya 
dilanggar. 
Pasal 71 : 
1. Apabila penasehat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan 
dalam dhubungannya dengan tersangka diawasi oleh penyidik , 
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penuntut umum atau petugas lembaga permasyarakatan tanpa 
mendengar isi pembicaraan. 
2. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat 
tersebut pada ayat 1 dapat didengar isi pembicaraannya.  
Pasal 72 : 
Atas permintaan tersangka atau penasehat hukum pejabat yang 
bersangkutan memberikan turunan berita acara untuk 
kepentingan pembelaannya.  
Pasal 73 : 
Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari 
tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.  
Pasal 74: 
Pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum 
dan tersangka sebagaimana tersebut dalam pasal 70 ayat 2,3,4 
dan pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh 
penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, 
yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau 
penasehat hukum serta pihak dalam proses.  
 
 
B. Peranan Penasehat Hukum Dalam Mendampingi Pemeriksaa 
Tersangka Tindak Pidana Pencurian  
1. Peranan Penasehat Hukum Pada tingkat penyidikan  
Pada tahap penyidikan, penasehat hukum melakukan tugas-tugas 
untuk membela kliennya yang melakukan tindak pidana pencurian. Dalam 
pelaksanaan tugas penasehat hukum diwajibkan menjunjung tinggi kode 
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etik advokat, selama pemeriksaan berlangsung penasehat hukum wajib 
menggunakan bahasa yang sopan dan dimengerti oleh tersangka.  
penasehat hukum juga bertugas untuk meluruskan permasalah 
tindak pidana antara terdakwa dan jaksa penuntut umum, yang dilakukan 
penasehat hukum antara lain : 
a. Penasehat hukum harus meminta diperlihatkan surat penugasan  
penyidik (surat penetapan) untuk menangani suatu kasus 
pencurian yang diberikan oleh Kasat Reserse Polres Gowa, 
karna tidak semua penyidik berhak untuk menyidik suatu perkara. 
b. Jika permintaan bantuan hukum secara prodeo, maka pihak 
penyidik memperkenalkan penasehat hukum kepada klien yang 
akan ditangani kasusnya. Peran penyidik aktif dalam 
menghubungi penasehat hukum yang mintai bantuan hukum. 
Apabila tersangka sendiri yang menghubungi penasehat 
hukumnya maka penasehat hukum ini yang akan menghubungi 
penyidik.  
c. Menyiapkan surat kuasa khusus sebagai dasar sahnya 
mendampingi klieannya, jika tidak ditunjuk oleh penyidik (prodeo) 
maka penasehat hukum menunjukkan kartu izin praktik sebagai 
advokat dan menunjukkan surat kuasa yang buat, disepakati, dan 
ditanda tangani oleh klien selanjutnya ditunjukkan kepada 
penyidik untuk selanjutnya dapat mendampingi pemeriksaan 
tersangka tindak pindana percurian.  
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d. meminta dan memeriksa surat-surat atau dokumen berita acara 
yang berkaitan dengan perkara pencurian yang hadapi oleh 
kliennya. Jika ditemukan surat penangkapan dan penahanan 
tidak sah maka penasehat hukum dapat mengajukan 
praperadilan ke pengadilan negeri sungguminasa. sebagaimana 
diatur dalam pasal 124 KUHAP yang berbunyi : 
“dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah 
menurut hukum, tersangka, keluarga dan penasehat hukum 
dapat mengajukan hal ini kepada pengadilan negeri 
setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh 
putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah 
atau tidak sah menurut undang-undang ini”. 
e. Sebelum pemeriksaan dilakukan oleh penyidik, ada baiknya 
bertemu dengan klienannya untuk berdiskusi dan memberikan 
nasehat-nasehat hukum yang nantinya akan meringankan sanksi 
yang ajan dijatuhkan. Nasehat-nasehat yang biasa diberikan oleh 
penasehat hukum antara lain: 
- jangan berbelit-belit saat menjawab,  
- menjawab semua pertanyaan penyidik dengan jujur  
- mengakui kesalahan dan merasa menyesal  jika memang 
melakukan kejahatan tersebut.  
f. penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan tersangka 
oleh penyidik dengan cara melihat dan mendengar, kecuali 
kejahatan terhadap keamanan negara. Penasehat hukum hanya 
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dapat melihat saja dan tidak boleh mendengarkan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 115 : 
1. dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan 
terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti 
jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta 
mendengarkan pemeriksaan. 
2. Dalam kejahatan terhadap keamanan negara penasehat 
hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat 
mendengar pemeriksaan terhadap tersangka. 
 
g. Sebelum pemeriksaan ditingkat penyidikan dimulai, penyidik 
wajib bertanya kepada tersangka  “ apakah saudara sehat 
jasmani dan rohani” ? , jika tersangka menjawab sehat maka 
pemeriksaan dilanjutkan, tapi apabila tersangka merasa kurang 
sehat maka pemeriksaan tidak bisa di lanjutkan.  Maka 
penasehat hukum berinisiatif memberhentikan pemeriksaan atau 
biasa dilakukan keberatan persahabatan jika kliennya merasa 
kurang sehat, Inilah inisiatif yang dilakukan penasehat hukum bila 
mana kliennya menurut situasi kurang menguntungkan di Berita 
Acara Pemeriksaan ( hasil wawancara penulis dengan BAPAK 
SUKARDI S.H pada tanggal 18 januari 2016  ). 
Namun apabila pemeriksaan dilanjutkan dalam kondisi 
tersangka kurang sehat maka upaya yang diambil penasehat 
hukum untuk mememnuhi hak kliennya adalah melaporkan 
penyidik ini ke Bapak Kasat Reskrim Polres Gowa, jika masih 
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belum ada tindakan makan penaseht hukum menyurat ke 
PROPAN dengan menggunakan tembusan, dan melapor lagi ke 
KAPOLRI. Inilah upaya yang dilakukan oleh penasehat hukum 
apabila penyidik dalam pelaksanaan tugasnya keluar dari kode 
etik.   
h. Mengajukan saksi yang meringankan bagi tersangka jika ada. 
Saksi yang diajukan terutama jika tersangka tidak mengakui 
perbuatan tersangka. 
i. Selanjutnya, penasehat hukum bermohon kepada penyidik 
pengalihan status tahanan. Dalam praktek penangguhan banyak 
terjadi, namun dalam segi hukum penangguhan tidak ada 
pengurangan hukuman, sedangkan pengalihan ada pengurangan 
masa tahanan.  
Pada saat penulis melakukan wawancara Di Kabupaten Gowa, 
khususnya di Polres Gowa tingkat kasus pencurian ini semakin banyak 
ada 5 kasus perbulan yang masuk, namun dari sekian banyaknya kasus 
ini sangat jarang tersangka tindak pidana pencurian ini ingin 
menggunakan penasehat hukum dalam penyelesaian kasus yang 
dihadapinya.  Sebagaimana diatur dalam undang-undang Untuk kasus 
yang ancaman hukumannya diatas 5 (lima) tahun,  kami menunjukkan 
penasehat hukum yang bersedia menangani kasus tersangka tindak 
pidana pencurian namun tetap terjadi penolakan dari tersangka untuk 
didampingi penasehat hukum (hasil wawancara penulis dengan bapak 
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AIPDA ANDI MUH. AKBAR S,H bagian BANIT III TIDIPTER POLRES 
GOWA pada tanggal 21 Desember 2015 )   
2. Peranan Penasehat Hukum Pada tingkat penuntutan (pemeriksaan di 
Kejaksaan ) 
Pada tahap pemeriksaan di penuntutan,  penasehat hukum hanya 
dapat melakukan permohonan legal opini yaitu pengalihan status tahanan. 
Setelah jaksa memeriksa BAP Tersangka serta membuat surat dakwaan, 
maka pelimpahan berkas perkara beserta surat dakwaan kepengadilan 
dilakukan, pada saat yang bersamaan turunan berita acara surat 
pelimpahan perkara beserta surat dakwaannya disampaikan kepada 
tersangka atau kuasa kuhukmnya dan penyidik.  Sebagaimana yang 
terdapat dalam Pasal 143 ayat (4) dan Sebagaimana yang terdapat pada 
Pasal 72 KUHAP : 
“atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya pejabat 
yang bersangkutan memberikan turunan  berita acara 
pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan”. 
Pada tahap ini, penasehat hukum harus memeriksa dengan baik dan 
mencermati surat dakwaan dan BAP yang diberikan oleh jaksa karna bagi 
penasehat hukum yang mendampingi kliennya surat dakwaan ini adalah 
dasar untuk mempersiapkan pembelaan.  
3. Peranan Penasehat Hukum Pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan  
Peran aktif penasehat hukum sangat di butuhkan pada tahap 
persidangan, bukti-bukti, saksi dan apapun yang dapat meringankan 
hukuman yang akan di jatuhkan oleh hakim ditentukan pada tahap ini.  
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Pada tahap ini penasehat hukum dapat melakukan tugasnya sebagai 
berikut : 
 
a. Setelah mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa 
penuntut umum dan ternyata dakwaan itu tidak singkron dengan 
yang ada di BAP, maka penasehat hukum akan mengajukan 
eksepsi. 
b. Apabila jaksa penuntut umum mengajukan tanggapan  atas 
pembelaan yang di ajukan oleh penasehat hukum  terdakwa 
maka penasehat hukum akan bertetap untuk mempertahankan  
eksepsi semula.  
c. Selanjutnya pada saat jaksa penuntut umum mengajukan saksi 
maka penasehat hukum akan mendengarkan secara seksama 
keterangan yang diberikan saksi di persidangan.  
selanjutnya penasehat hukum akan mengkaji dan dan 
mengajukan pertanyaan kepada saksi untuk mengetahui sejauh 
mana pengetahuan saksi terhadap tindak pidana yang di lakukan 
oleh terdakwa, dan untuk mengetahui apakah keterangan yang 
diberikan dipengadilan sesuai dengan keterangan yang berikan  
di BAP. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 huruf G 
Kode Etik Advokat Indonesia : 
“advokat bebas mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan 
ataupun pendapat yang dikemukakan dalam sidang 
peradilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara 
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yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka 
maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara 
proposiaonal dan tidak berlebih-lebihan dan untuk itu 
memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana”.   
 
Pada saat jaksa penuntut umum memberikan pertanyaan-
pertanyaan kepada saksi yang mengarahkan kepada saksi maka 
penasehat hukum akan melakukan intruksi kepada hakim, bahwa  
jaksa penuntut umum ingin mengarahkan saksi.  Setelah itu 
penasehat hukum akan mengajukan saksi adecar yaitu saksi 
yang meringankan terhadap dugaan tindak pidana yang diduga di 
lakukan oleh terdakwa. 
d. Selanjutnya apabila jaksa penuntut umum menghadirkan barang 
bukti, maka penasehat hukum harus memeriksa barang bukti 
sudah sesuai dengan yang diterangkan di BAP. 
Pemeriksaan barang bukti adalah barang yang dipergunakan 
oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindakan atau barang yang 
sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Kemudian barang tersebut 
disita oleh penyidik untujk dijadikan bukti didalam persidangan 
nantinya.  Dalam ketentuan Pasal 181 ayat 1 ditentukan bahwa 
hakim ketua sidang memperlihatkan barang tersebut kepada 
terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa mengenal barang 
bukti tersebut, juga menyakan hakim akan menanyakan kepada 
saksi.  
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e. Penasehat hukum mengajukan pledoi (pembelaan), pada tahap 
ini penasehat hukum akan berusaha meyakinkan hakim, apabila 
kliennya memang melakukan kejahatan dan memberikan 
keterangan penyesalan dan tidak akan mengulanginya lagi maka 
penasehat hukum akan memohon keringanan hukuman untuk 
kliennya.  
f. Setelah hakim membacakan amar putusannya, lantas tersangka 
ingin mengajukan upaya hukum lainnya, maka penasehat hukum 
akan melakukan upaya hukum biasa (banding dan kasasi). Ke 
pengadilan tinggi. . 
Untuk dapat meringankan sanksi pidana yang akan di jalani 
terdakwa, beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh penasehat hukum : 
a. Jika terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, akan tetapi 
terdakwa dengan sadar dan terpaksa (overmarch) melakukan 
tindak pidana pencurian. 
b. Menasehati kliennya, pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan 
sampai di persidangan, dia jangan memberikan keterangan yang 
berbelit-belit, menjawab dengan jujur. 
c. Menasehati kliennya,  untuk mengakui secara langusng 
perbuatan tindak pidana yang dilakukan baik didepan penyidik 
maupun didepan hakim. 
d. Menasehati klienya, agar berjanji tidak akan melakukan dan 
mengulangi perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan.  
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e. Dan penasehat hukum bermohon kepada hakim agar terdakwa 
diberi keringanan atas tindak pidana pencurian yang 
dilakukannya. 
Apabila didalam persidangan terjadi kesenjangan antara keterangan 
terdakwa dengan yang ada di BAP ataukah ada keterangan terdakwa jika 
pada saat tingkat penyidikan terdakwa mendapat unsur paksaan maka 
penasehat hukum meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan 
saksi adecar yaitu saksi yang melakukan penyidikan. 
Berdasarkan uraian dalam penelitian diatas hubungan penasehat 
hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana pencurian pada tingkat 
penyidikan samapi dengan adanya putusan pengadilan menurut penulis 
yang hendak dicapai seorang penasehat hukum adalah untuk 
mengadakan keseimbangan antara: 
a. Kepentingan individu dengan masyarakat.  
b. Kepentingan tersangka atau terdakwa dengan kepentingan 
pemeriksaan dan tersangka punya hak sebagaimana diatur dalam 
KUHAP.  
Salah satu asas hukum terpenting dalam hukum acara pidana 
adalah asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa 
tersangka atau terdakwa dalam proses pidana wajib mendapatkan hak-
haknya dimana asas praduga tak bersalah dimaksudkan bahwa setiap 
orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan ataudihadapkan didepan 
pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan 
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pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh 
kekuatan hukum.  
Sebagai orang yang belum dinyatakan bersalah makan ia berhak 
mendapatkan hak-haknya seperti : 
a. hak untuk segera diperiksa, diajukan kepengadilan, dan 
diadili (Pasal 50 ayat (1) dan (2)) 
b. hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang 
dimengerti olehnya tentang apap yang disangkakan dan apa 
yang di dakwakan kepadanya (Pasal 51 butir a dan b) 
c. hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada 
penyidik dan hakim (Pasal 52) 
d. hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)) 
e. hak untuk mendapat bantuan hukum disetiap yingkat 
pemeriksaan (Pasal 54) 
f. hak untuk mendapat penasehat hukum yang ditunjuk oleh 
pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan 
bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati 
dengan biaya Cuma-Cuma  
g. hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing 
untuk menghubungi dan berbicara perwakilan negaranya 
(Pasal 57 AYAT (2)) 
h. hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau 
terdakwa yang ditahan (Pasal 58) 
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i. hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain 
yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang 
ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan dari 
penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan 
keluarga dengan maksud yang sama (Pasal 59 dan 60) 
j. hak untuk kunjungan sanak keluarganya yang tidak ada 
hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa, untuk 
kepentingan pekerjaan (Pasal 61) 
k. hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat 
menyurat kepada penasehat hukumnya  
l. hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan 
menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 62) 
m. hak tersangka dan terdakwa untuk mengajukan saksi dan 
ahli (pasal 65) 
n. hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut gantu kerugian 
(Pasal 68) 
selain hak-hak tersebut tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan 
asas praduga tak bersalah ialah bahwa seorangg terdakwa tidak dapat 
dibebani kewajiban pembuktian justru penuntut umum yang mengajukan 
tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas 
membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan upaya-
upaya pembuktian yang dikenal dengan asas pembuktian terbalik.  
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C. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Penasehat Hukum Dalam 
Mendampingi Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana Pencurian  
Hambatan–hambatan yang dihadapi penasehat hukum dalam 
memberikan bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana pencurian  
antara lain : 
a. Di tingkat penyidikan Kadang-kadang tersangka yang harus di 
dampingi penasehat hukum menolak untuk didampingi penasehat 
hukum karna pihak kepolisian tidak menjelaskan secara detail 
tentang hak-hak tersangka pada saat pemeriksaan dilakukan.  
b. Keterangan tersangka yang terlalu berbelit-belit, tidak jujur 
bahkan tidak jarang tersangka melimpahkan tanggung jawab 
perbuatan yang tersangka lakukan kepada orang lain. 
c. Terkadang terjadi perbedaan baik keterangan saksi ataupun 
barang bukti dari BAP dengan keterangan saksi dan barang bukti 
yang diajukan dipersidangan. Selain itu terkadang saksi yang 
dipanggil oleh penyidik dan diambil keterangannya biasanya tidak 
hadir ketika dipersidangan, sehingga keterangan saksi yang di 
tingkat penyidikan hanya dibacakan oleh jaksa penuntut umum.   
d. Sering dijumpai pihak korban selalu memaksakan kehendaknya 
yang meminta pelaku tindak pidana pencurian dihukum berat. 
e. Adanya persepsi yang berbeda dari masyarakat bahwa 
penasehat hukum membela orang yang salah, padahal fungsi 
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penasehat hukum untuk mendampingi tersangka adalah 
meluruskan penanganan perkara secara profesional 
f. Terjadi kendala juga ketika tersangka tidak bisa menggunakan 
bahasa indonesia atau pendengarannya kurang normal, atau 
mengalami cacat sehingga mempengaruhi jawaban atas 
pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, hakim, jaksa penuntut 
umum, maupun penasehat hukumnya.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Peranan penasehat hukum dalam mendampingi pemeriksaan 
tersangka tindak pidana pencurian mulai dari tingkat penyidikan 
sampai dengan pemeriksaan di pengadilan : 
- Meminta surat penugasan penyidikan dari Kasat Reserse 
Polres Gowa. 
- jika permintaan bantuan hukum secara prodeo maka penyidik 
akan memperkenalkan penasehat hukum kepada tersangka 
yang anti akan menjadi kliennya. 
- Menyiapkan surat kuasa dan memeriksa surat-surat yang 
berhubungan dengan kasus yang dilakukan kliennya. 
- Memberikan nasehat-nasehat hukum dan mendampingi 
kliennya selama pemeriksaan berlangsung. 
- Mengajukan keberatan jika terjadi kekerasan, paksaan 
ataupun pelanggaran HAM lainnya. 
- Mengajukan saksi yang meringankan bagi kliennya. 
- Bermohon pengalihan status tahanan.  
- Membuat eksepsi atas dakwaan yang diajukan  
- Mendengarkan dan melihat dengan seksama keterangan 
saksi dan barang bukti yang diajukan kepengadilan apakah 
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singkron dengan keterangan saksi dan alat bukti yang ada 
pada BAP. 
- Mengajukan banding, kasasi. grasi, amnesti, abolisi, 
rehabilitasi. dan mengajukan permohonan peninjaun kembali.  
Yang hendak dicapai seorang penasehat hukum adalah untuk 
mengadakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan 
masyarakat dan kepentingan tersangka atau terdakwa dengan 
kepentingan pemeriksaan. Namun berbeda dengan persepsi  yang ada 
di tengah-tengah masyarakat bahwa penasehat itu membela yang 
salah, padahal fungsi penasehat hukum untuk mendampingi tersangka 
adalah meluruskan penanganan perkara secara proposional.  
2. Bahwa Hambatan yang dihadapi oleh penasehta hukum dalam 
pelaksanaan bantuan hukumnya yaitu :  
- Penolakan dari tersangka untuk di dampingi penasehat hukum 
baik ditingkat penyidikan sampai ketingkat pengadilan. 
- Keterangan tersangka yang terlalu berbelit-belit, tidak jujur 
kepada penasehat hukumnya.  
- keterangan saksi yang terkadang berbeda. 
- Terjadi kendala juga ketika tersangka tidak bisa menggunakan 
bahasa indonesia atau pendengarannya kurang normal, atau 
mengalami cacat sehingga mempengaruhi jawaban atas 
pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, hakim, jaksa 
penuntut umum, maupun penasehat hukumnya.  
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B. Saran  
Jika ingin mengmaksimalkan fungsi  penasehat hukum dalam sistem 
peradilan pidana, mulai dari tingkat penyidikan sampai ditingkat 
pemeriksaan dipengadilan sebaiknya bukan hanya pihak penyidik yang 
menjelaskan secara detail tentang prosedur mendapatkan bantuan hukum 
dan hak-hak tersangka  terutama hak untuk didampingi  penasehat hukum 
disemua tingkat pemeriksaan, namun juga pihak dari jaksa penuntut 
umum dan pengadilan harus menjelaskan secara detail tentang hak-hak 
tersebut. baik tersangka ingin didampingi penasehat hukum pilihannya 
sendiri atau meminta bantuan penasehat hukum yang dipilihkan oleh 
penyidik (prodeo).  
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